
 

 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR  37  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 83 TAHUN 

2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH  KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI PATI, 

Menimbang : a.  bahwa bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 420/8 Tahun 2017 tentang Alokasi 

Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah lepada 

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Negeri dan 

Swasta,  serta Sekolah Dasar Luar Baisa (SDLB), Sekolah 

Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 

Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah 

Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta 

di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, 

Pemerintah Kabupaten Pati mendapatkan alokasi Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 

2017; 

b. bahwa mensikapi usulan beberapa Satuan Kerja 

Perangkat Daerah perihal pergeseran rincian obyek belanja 

dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar 

obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai 

ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu dilakukan perubahan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; 

SALINAN 



 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017, 

apabila terjadi perubahan akibat adanya ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan 

pemerintah yang bersifat strategis, pemerintah daerah 

dapat melakukan pengeluaran dalam pergeseran 

anggaran, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 

perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan 

realisasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b,  dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4400); 



 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234);  

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 

 

 



 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

 

 



 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

 

 

 

 



 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

26. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 253); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 99); 



 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13); 

31. Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 

Pati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 20); 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  

DAERAH  KABUPATEN  PATI  TAHUN  ANGGARAN  2017. 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 83 

Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 83), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Pati Nomor  83 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 20), diubah sebagai 

berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi  

sebagai berikut : 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati  

Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah                   

Rp.2.624.341.216.000,00 bertambah sejumlah 

Rp.98.045.600.000,00  sehingga menjadi 

Rp.2.722.386.816.000,00 dengan rincian sebagai berikut  : 



 

a. PENDAPATAN 

1.Pendapatan Asli Daerah  

Semula  Rp 291.412.554.000,00 

Bertambah Rp 98.045.600.000,00  

 Jumlah setelah perubahan Rp 389.458.154.000,00 

2. Dana Perimbangan  Rp 1.685.657.726.000,00 

3. Lain-Lain Pendapatan  

daerah yang sah  Rp 572.637.755.000,00 

 Rp 2.647.753.635.000,00 

b. BELANJA  

1. Belanja Tidak Langsung   

a) Belanja Pegawai  Rp.  1.186.203.538.000,00  

b) Belanja Bunga  Rp.  0,00 

c) Belanja Subsidi   Rp.  0,00 

d) Belanja Hibah   Rp.  30.092.663.000,00 

e) Belanja Bantuan Sosial   Rp.  4.386.755.000,00 

f) Belanja Bagi Hasil   Rp.  9.620.000.000,00 

g) Belanja Bantuan Keuangan  Rp.  544.559.584.000,00 

h) Belanja Tidak Terduga   Rp.  5.000.000.000,00 

   Rp 1.779.862.540.000,00 

2. Belanja Langsung  

a) Belanja Pegawai 

 Semula  Rp 32.385.001.135,00 

 Bertambah Rp 322.100.000,00  

      Jumlah setelah perubahan  Rp. 32.707.101.135,00 

b) Belanja Barang dan Jasa   

 Semula  Rp 439.612.025.150,00 

 Bertambah Rp 74.994.997.457,00  

      Jumlah setelah perubahan  Rp.  514.607.022.607,00 

c) Belanja Modal   

  Semula  Rp 355.481.649.715,00 

  Bertambah Rp 22.728.502.543,00 

       Jumlah setelah perubahan Rp.  378.210.152.258,00 

  Rp. 925.524.276.000,00 

      Jumlah Belanja Rp. 2.705.386.816.000,00 

      (Defisit) (Rp   57.633.181.000,00) 

 

c. PEMBIAYAAN  : 

1. Penerimaan  Rp 74.633.181.000,00 

2. Pengeluaran    Rp.  17.000.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto        Rp  57.633.181.000,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp.  0,00 

  tahun berkenaan.    



 

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi  

sebagai berikut : 

Pasal  2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 diubah 

dengan perincian lebih lanjut sebagaimana tercantum 

pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi  

sebagai berikut : 

Pasal  3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada 

Lampiran II Peraturan Bupati ini, pada SKPD : 

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

c. Dinas Komunikasi dan Informatika; 

d. Dinas Pertanian; 

e. Sekretariat Daerah; 

f. Kecamatan Pucakwangi; 

g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

 

5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi  

sebagai berikut : 

Pasal  4 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah 

yang diterima dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III 

Peraturan Bupati ini. 

 

6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi  

sebagai berikut : 

Pasal  5 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Bantuan Sosial yang diterima dirinci lebih lanjut dalam 

Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

 



 

Pasal  II 

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 5 Juli 2017       

 

BUPATI PATI, 

 ttd. 

HARYANTO 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal   5 Juli 2017    

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  

  ttd. 

                      SUHARYONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 37 

 

 

 

 


